
Sugeng enjang sedherek sed-
herek Entah apa perasaan Mas
Hendi dan Mbak Ita, Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Semarang, ketika
akhirnya menjadi calon tunggal pada
pilkada tahun ini yang bakal digelar
tanggal 9 Desember mendatang.
Senang sudah pasti tapi rasa waswas
mungkin tetap ada. Hampir semua
calon tunggal melenggang dan
menang tapi pernah juga ada yang
kalah di Makassar Sulawesi Selatan.

Berkaca dari pengalaman Pak
Haryanto Bupati Pati ketika menjadi

calon tunggal di periode kedua rasanya
akan mulus-mulus saja. "Saya yakin 100
persen akan menang pak", kata Pria
kecil berkumis lebat itu, mengenang dua
tahun lalu. Modal incumbent tetaplah
kinerja dan pendekatan yang dilakukan
selama lima tahun. Itulah keuntungan-
nya ibarat sudah mencuri start. 

Fenomena calon tunggal mere-
bak di tanah air. Tahun 2015 baru ada 3
pasang calon tunggal namun
sekarang menjadi 28 dan berpotensi
tambah lagi. Lho ada apa ini?
Mungkinkah ada kaitan dengan covid

sehingga niat maju jadi berkurang.
Rasanya tidak juga. 

Bisa jadi pasangan calon yang
maju, biasanya petahana, terlalu kuat.
Populer dan diakui kinerjanya seperti
Wali Kota Semarang. Maka parpol
yang rata rata bersikap pragmatis,
rame-rame bergabung untuk menang
bahkan nyaris semuanya. 

Hehehe memang tak ada rumus
koalisi yang baku. Pada pilpres tahun
lalu PDIP dan Gerindra head to head
dan bahkan sangat seru. Tapi di
banyak pilkada malah bergandengan
tangan....Hmmm.....benarlah kalau
dikatakan politik itu cuma seni mencari
"yang mungkin" kalau tidak mau
dikatakan "yang enak". Ups...maaf.

*     *     *
Kalau negara ini hanya seukuran

organisasi maka apabila hanya ada
satu calon ya langsung dipilih aklamasi
alias langsung jadi tanpa ada proses
pemilihan. Berapa miliar rupiah biaya
yang bisa dihemat kalau itu dilakukan.
Sayang hal itu tak mungkin terjadi.
Demokrasi menghargai semua aspi-

rasi sampai akhirnya harus ada kotak
kosong. 

Celakanya di negara kita yang poli-
tiknya serba uang, calon tunggal juga
mungkin terjadi karena strategi pemodal
besar untuk menang di pilkada
dengan memborong semua par-
pol. Wah kalau ini yang terja-
di mirip dengan apa
yang dipopulerkan
Rizal Ramli yakni
demokrasi krimi-
nal. Suara rakyat
dibajak.  Tunggu
dulu.....Jangan-
jangan secara
kalkulasi lebih
ekonomis katim-
bang membagi uang
langsung ke masyarakat. 

Lho bisa kan? sama-sama
mengeluarkan sekian puluh miliar rupi-
ah yang pakai model calon tunggal
sudah lebih pasti menang. Tapi hati-
hati lho kalau rakyat sudah marah kare-
na haknya dirampas atau "diakali" bisa
jadi lari ke calon independen atau

kotak kosong yang menang. Sayang
kotak kosong tidak bisa jadi peme-
nang sehingga pilkada diulang. Wah
wah...uang lagi uang lagi.

*     *     *
Demokrasi kita paling kaya

dengan istilah. Pada masa Orde
Baru, Gus Dur melansir "

Demokrasi seolah-olah".
Sistemnya demokratis

tapi praktiknya oligarkis.
Sampai muncul istilah
Partai Golkar seksi
PDI dan Partai Golkar
seksi PPP karena
sebenarnya "holding"

nya sama. 
Sekarang pum

muncul istilah macam-
macam pula. Ada demokrasi

dibajak, demokrasi kriminal atau
democrazy alias demokrasi gila gilaan
hahaha. Kalau menurut pakar, kita baru
sebatas demokrasi prosedural dan
belum substansial.

Monggo sedherek-sedherek,
kembali ke soal calon tunggal, perlu kita

jadikan refleksi dan evaluasi. Memang
itu bisa mencerminkan kekuatan riil sep-
asang calon namun hakikat pilihan harus
tetap ada. Maka para pembuat peratur-
an dan pemangku kepentingan hen-
daknya mengkaji kembali. Lebih baik
mencegah agar fenomena tak sehat itu
tidak makin berkembang.

Oh ya muncul pula gagasan.
Sekarang zaman online dan serba vir-
tual. Bagaimana kalau untuk menghe-
mat, pemilu tak harus dengan datang
ke bilik dan mencoblos kertas suara.
Berapa triliun rupiah bisa dihemat keti-
ka proses pemilu dan pilkada meman-
faatkan teknologi itu. 

Jangan lupa pula, di samping
merebaknya calon tunggal juga kecen-
derungan menurunnya jumlah
pasangan calon yang mendaftar.
Mungkin salah satunya karena biaya
politik yang mahal. Maka seorang
bupati pun sampai berkelakar bahwa
korupsi itu "wajib hukumnya" kalau gaji
bupati yang Rp 6 juta itu tidak dirom-
bak....Gimana bisa balik modal?
Kepareng rumiyin. (21)

Calon Tunggal 

Pilkada 2020 akan berjalan dengan kondisi
seperti apa?

Yang jelas suasana pilkada akan jauh
berbeda dibanding pelaksanaan periode

sebelumnya. Pandemi korona menjadi penye-
babnya. Sejauh ini juga masih muncul perdebatan

apakah seharusnya  ditunda atau tetap berlanjut.  
Saya sebenarnya jadi pihak yang  menyarankan

untuk ditunda dengan mempertimbangkan ancaman
kesehatan. Risikonya  terlalu besar. Sejumlah  studi

baik itu survei kalangan kampus bahkan media
menunjukkan pilkada belum siap dilaksanakan di

tengah penyebaran wabah. Tunggu dululah sampai pan-
demi ini benar-benar mereda.

Terlepas dari situasi yang anda khawatirkan siapa
saja sosok yang berpeluang tampil dalam panggung
politik?

Saya merasa incumbent masih akan mempunyai
peluang cukup kuat meramaikan agenda pilkada.
Mereka ini tentunya juga memiliki mesin partai yang
masih memberikan dukungan untuk mencalonkan diri.
Selain itu karena posisinya yang boleh dibilang strategis
pasti mempunyai kesempatan membina akar dan basis
massa secara lebih solid.  Petahana memiliki posisi
tawar paling kuat dalam kontestasi politik. 

Apa yang melatar belakangi mereka begitu per-
caya diri ?

Sebanyak 66 persen calon yang maju mengikuti
pertarungan pencalonan wali kota atau bupati kepala
di Jateng adalah petahana. Mereka percaya diri kare-
na mengaku masih mendapat dukungan kuat dari
konstituen. Selebihnya  karena merasa menang
pengalaman setelah sebelumnya lolos di periode
pertama. 

Sejauhmana peluang yang mungkin 
diraih ?
Para peneliti termasuk sejumlah pakar di

bidang ilmu politik memastikan kans
incumbent untuk lolos lagi sangat tinggi.

Pengalaman juga membuktikan banyak
petahana yang mencalonkan diri akhirnya

lolos melenggang untuk ke dua kali. Contoh
semacam ini juga banyak muncul di Jateng.

Benarkah pesta demokrasi kali ini masih tetap dibayangi
kekhawatiran pengaruh oligarkhi kekuasaan?

Indonesia mulai menganut sistem desentralisasi dalam pembagian
kewenangan di pemerintahan. Namun sayangnya hal ini tidak pernah
diikuti oleh parpol termasuk pucuk dan elit pimpinannya.  Semua kepu-
tusan atas persoalan politik diambil secara sentralisasi oleh elit. 

Alhasil kerap muncul riak, gelombang, dan ketimpangan dalam
keputusan yang diambil dari Jakarta. Alasan ini cukup menunjukkan
oligarki masih akan tetap menjadi batu sandungan dalam mewujudkan
sistem demokrasi yang baik dan adil.

Sudahkan parpol dan calon yang akan berkontestasi memenuhi
harapan publik ?

Melihat beberapa indikasi keterlibatan parpol atau calon kepala dae-
rah selama ini, sepertinya mereka masih belum sepenuhnya memenuhi
harapan banyak orang. Ya, ukuran yang dapat dipakai untuk menilai itu
salah satunya berkait kemampuan atau setidaknya partisipasi mereka
membantu menanggulangi pandemi. 

Sulit rasanya mereka berhasil mengatasi atau menekan wabah kare-
na faktanya pandemi masih terus menyebar. 

Perlukah pemilih diingatkan risiko politik uang yang acap hadir
menyeruak ?

Politik uang sepertinya memang masih akan tetap mewarnai per-
jalanan pesta demokrasi di Indonesia. Meski hal itu seharusnya dihi-
langkan  agar tidak mengotori niat masyarakat  memilih wakil atau
calon pimpinan daerah yang mempunyai kapasitas memadai. 

Namun yang lebih serius untuk diperhatikan dalam tahapan pilkada
kali ini yakni risiko muncul kerumunan di era pandemi Covid-19.
Kondisi ini tak kalah berbahaya dengan serangan fajar yang acap diten-
garai muncul menjelang coblosan. 

Kita malah sedang berhadapan dengan politik alam menyusul
munculnya wabah yang tak kasat mata namun dampaknya memba-
hayakan bagi kesehatan manusia.

-Haruskah juga diwaspadai kampanye hitam untuk mematikan
karakter lawan politik?

Apabila dicermati politik identitas masih terasa sangat kental di
Tanah Air. Termasuk juga ketika para calon membuat segala daya upaya
untuk menjatuhkan lawan mereka. Yang harus ditekankan yakni
semangat  berani mengambil sikap legawa atau jujur di dalam  setiap
pesta demokrasi.  Selebihnya mengedepankan watak ksatria dengan
tidak menggunakan kampanye negatif terhadap rival politik. 

Selain itu harus diingatkan kedewasaan dalam memanfaatkan
media sosial. Sebab melalui jejaring media sosial banyak sekali dite-
mukan  persoalan disinformasi yang akhirnya bisa mengarah kesalahan
penilaian terhadap mereka yang tidak tidak satu haluan dengan kita. 

Yakinkah anda pesta demokrasi  yang berlangsung dapat merepre-
sentasikan kepentingan rakyat sebagaimana parameter ideal pesta
demokrasi ?

Kalau melihat situasinya seperti ini saya merasa kurang yakin.  Atau
bahkan boleh disebut cukup pesimistis. Sebab, kalau terlalu dipak-
sakan,  bagaimana nantinya dengan risiko yang harus diambil oleh pub-
lik sebagai pihak yang akan menikmati hasil pilkada.  Pertimbangannya
juga karena pandemi korona belum menunjukkan tanda-tanda akan
mereda. Jangan sampai dengan cara yang sangat  dipaksakan justru
memunculkan fenomena klaster baru penyebaran virus dan penyakit.
(21 )

Setelah ditunda akibat pandemi, tahapan pilkada dimulai kembali.

Pendaftaran calon ramai jadi perbincangan, mulai dari sosok, dukungan partai

hingga  kemungkinan peta politik. Seperti apa Pilkada 2020 ini akan berjalan?.

Berikut perbincangan wartawan Suara Merdeka Hari Santoso dengan dosen 

FISIP Undip Wijayanto PhD.
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